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ABSTRAK

Globalisasi yang ada tidak hanya pada sektor ekonomi saja, akan tetapi juga
melanda kehidupan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini dikenal dengan
cyberspace. Munculnya media sosial mengubah berbagai macam tatanan yang
pada mulanya sangat sukar dicapai media konvensional, salah satu dari hal ini
adalah gerakan sosial. Kecanggihan teknologi disadari atau tidak sudah sangat
membantu pekerjaan manusia, selain itu juga muncul pula beberapa macam
kejahatan-kejahatan baru dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Penelitian
menunjukkan kalau pada mulanya perundungan terjadi hanya pada fisik, namun
seiring dengan berkembangya teknologi perundungan terjadi dan melebar tidak
hanya pada aspek fisik akan tetapi bentuk perundungan itu semakin melebar yang
juga merambah pada verbal dan atau psikologi yang pelaksanaannya dilakukan di
dunia maya.

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum
normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini penyusun juga menggunakan
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach), dan yuridis normatif.

Perundungan siber dalam realitas merupakan perbuatan pidana baru yang dalam
hal ini pemerintah Indonesia mengatur dengan jelas dengan ketentuan-ketentuan
hukum yang ada dan berlaku sebagai bentuk upaya dalam menyelesaikannya.
Dengan hadirnya UU RI Nomor 11 Tahun 2008 yang dirubah dengan UU RI
Nomor 19 Tahun 2016 maka jelas sudah bahwa perbuatan perundungan siber
merupakan salah satu perbuatan pidana yang tidak hanya diatur sanksi hukumnya
dalam KUHP.

Beberapa kasus siber yang terjadi salah satunya adalah perundungan siber menjadi
bahan dalam penyusunan tesis ini yang diharapkan dapat menjadi rujukan baik
secara akademis maupun secara praktis, karena dalam realita penerapan hukum
yang masih jauh dari harapan keadilan.

Kata kunci : Hukum Siber, UU ITE, Perundungan Siber, KUHP
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ABSTRACT

Globalization that exists not only in the economic sector, but also affects the life
of science and technology, in this case known as cyberspace. The emergence of
social media has changed various kinds of structures which at first were very
difficult to achieve by conventional media, one of which is the social movement.
Whether or not technological sophistication is aware of it is very helpful for
human work, besides that, several kinds of new crimes have also emerged using
technological sophistication. Research shows that initially bullying occurs only in
physical matters, but along with the development of technology, bullying occurs
and it spreads not only to the physical aspect, but the form of bullying has
widened which also penetrates verbal and / or psychology, which is carried out in
cyberspace.

The research used in the preparation of this thesis is normative legal research,
using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal
materials. In this study the compilers also used a statute approach, a conceptual
approach, and a normative juridical approach.

Cyber bullying in reality is a new criminal act, in which the Indonesian
government clearly regulates the existing legal provisions and acts as an effort to
solve it. With the presence of Rl Law Number 11 of 2008 which was amended by
Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016, it is clear that cyber
bullying is a criminal act that is not only regulated by legal sanctions in the
Criminal Code.

Some of the cyber cases that have occurred include cyber bullying as material in
the preparation of this thesis which is expected to be a reference both
academically and practically, because in reality the application of law is still far
from expectations of justice.

Keywords: Cyber Law, ITE Law, Cyber Bullying, KUHP
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